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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Penelitian
Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying merupakan  unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Umumnya dalam daerah wewenang berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia, ketika Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal pula dengan “Oor Logs-Overgangs Blasting” (pajak penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.
Maksud dari peralihan pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali ke Indonesia.
Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu “Denspetie van Vinancian”, yang kemudian diganti dengan nama “Zeinenbu” oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi “Kantor Inspeksi Keuangan”, dan berkantor di gedung Congcordia (sekarang gedung Merdeka) jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swantantra tingkat II, kota Praja Bandung, Kabupaten Bandug, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.
Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, pasukan Belanda menguasai wilayah Bandung Utara, sedangkan pemerintah Indonesia bertahan disebelah selatan. Oleh karena itu, Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke daerah Soreang (Bandung Selatan). Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:
1. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
2. Kelompok Non- Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.
Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km “0” (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.
Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :
1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur 
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah 
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :
1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong  No.372
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

4.1.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas: 
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2.  Kelompok Jabatan Fungsional.
3.  Subbagian Umum.
4.  Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5.  Seksi Pelayanan.
6.  Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.
Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Struktur organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan,  Bea Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan,  dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah jawa barat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3. Sub Bagian Umum
Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, 	keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha,    kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurusi segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
	Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.




5. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan  pengolahan  surat pemberitahuan,  serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 
6. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.
7. Seksi Pemeriksaan.
	Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemerikasaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.
Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
9.  Seksi Ekstensifikasi 
Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak perpajakan. 

4.1.1.3 Aktivitas Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, memberikan pelayanan publik dengan baik  kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:
1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur  yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.2 Profil Responden
Data responden yang harus dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 21 responden. Untuk mendapatkan data yang obyektif  mengenai peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak, maka kuesioner diberikan kepada fiskus untuk dijawab berdasarkan dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama melakukan pemeriksaan pajak. Data mengenai karakteristik/profile responden, yang didasarkan pada 11 kriteria/profile responden, yaitu berdasarkan jabatan, jenis kelamin, usia, lama bekerja, lama bekerja dibagian fungsional pemeriksaan pajak, pendidikan terakhir, jurusan, sertifikasi, pelatihan yang pernah diikuti, dan mengenal bidang pemeriksaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 



1. Berdasarkan Jabatan
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Profile Responden Berdasarkan Jabatan

	Jabatan
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Kep.Fungsional Pemeriksaan Pajak
	1
	5%

	Staff Fungsional Pemeriksaan Pajak
	20
	95%

	Jumlah
	21
	100%


      Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa Petugas Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying yang terpilih sebagai responden berjumlah 21 orang. Data yang dipilih melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang menjabat sebagai Kepala Fungsional Pemeriksaan Pajak hanya ada 1 orang dan 20 orang sisanya merupakan staff dari fungsional pemeriksaan pajak. 
2. Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2
Profile Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Laki-laki
	21
	100%

	Perempuan
	0
	0%

	Jumlah
	21
	100%


Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying beserta satgasnya berjumlah 21 orang dan seluruhnya merupakan laki-laki.
3. Berdasarkan Usia
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Profile Responden Berdasarkan Usia

	Usia
	Jumlah Responden
	Persentase %

	< 26 tahun
	0
	0%

	26 – 35 tahun
	10
	48%

	36 – 45 tahun
	11
	52%

	≥ 45 tahun
	0
	0%

	Jumlah
	21
	100%


	           Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.3, dapat disimpulkan, bahwa responden petugas pemeriksa pajak yang merupakan responden yang diambil dalam penelitian, memiliki usia yang berkisar antara 26 – 45 tahun, yang mana lebih dominan responden yang berusia 36 – 45 tahun.
4. Berdasarkan Lama Bekerja
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 4.4.



Tabel 4.4
Profile Responden Berdasarkan Lama Bekerja

	Lama Bekerja
	Jumlah Responden
	Persentase %

	< 1 tahun
	0
	0%

	1 – 2 tahun
	0
	0%

	2 – 4 tahun
	0
	0%

	5 – 6 tahun
	0
	0%

	7 – 10 tahun
	20
	95%

	> 10 tahun
	1
	5%

	Jumlah
	21
	100%


	       Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.4, dapat disimpulkan, bahwa responden pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang berada pada fungsional pemeriksaan pajak, telah bekerja selama 7 – 10 tahun.
5. Berdasarkan Lama Bekerja pada Bagian Fungsional Pemeriksaan Pajak
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja pada bidang fungsionalpemeriksaan pajak dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5
Profile Responden Berdasarkan Lama Bekerja pada Bagian Fungsional Pemeriksaan Pajak

	Lama Bekerja pada Bagian Fungsional Pemeriksaan Pajak
	Jumlah Responden
	Persentase %

	< 1 tahun
	0
	0%

	1 – 2 tahun
	2
	9,5%

	2 – 4 tahun
	2
	9,5%

	5 – 6 tahun
	2
	9,5%

	7 – 10 tahun
	14
	66,5%

	>10 tahun
	1
	5%

	Jumlah
	21
	100%


     Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.5, dapat disimpulkan, bahwa responden yang memiliki pengalaman kerja pada fungsional pemeriksaan pajak, lebih dominan telah bekerja selama 7 – 10 tahun dengan persentase 66,5% dan sisanya 1 – 6 tahun.
6. Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6
Profile Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Persentase %

	SMA
	0
	0%

	SMU
	0
	0%

	D3
	4
	19%

	D4
	4
	19%

	S1
	4
	19%

	S2
	0
	0%

	S3
	1
	5%

	Tidak Diisi 
	8
	38%

	Jumlah
	21
	100%


	   Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.6, dapat disimpulkan, bahwa pendidikan yang dimiliki oleh responden berkisar antara D3 dan S1, pada profile pendidikan terakhir ini tidak dapat digambarkan secara jelas, karena lebih banyak responden untuk tidak mengisi kuesioner tentang perndidikan terakhir, dengan jumlah 8 responden dan persentase 38%.
7. Berdasarkan Jurusan 
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jurusan dapat dilihat pada tabel 4.7.
Tabel 4.7
Profile Responden Berdasarkan Jurusan

	Jurusan
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Akuntansi
	14
	66,5%

	Manajemen
	3
	14,5%

	Lainnya : 
	4
	19%

	Jumlah
	21
	100%


		Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.7, dapat disimpulkan, bahwa profile responden berdasarkan jurusan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying lebih dominan mengambil jurusan Akuntansi dengan persentase 66,5%, sebagiannya lagi adalah manajemen.
8. Berdasarkan Spesialisasi 
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan spesialisasi dapat dilihat pada tabel 4.8.
Tabel 4.8
Profile Responden Berdasarkan Spesialisasi

	Spesialisasi
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Akuntansi Keuangan
	12
	57%

	Akuntansi Perpajakan
	9
	43%

	Lainnya : 
	0
	0%

	Jumlah
	21
	100%


	   Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.8, dapat disimpulkan, bahwa responden lebih dominan spesialisasi pendidikan Akuntansi Keuangan dengan persentase 57%, sebagiannya lagi mengambil spesialisasi Akuntansi Perpajakan.

9. Berdasarkan Sertifikasi
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan sertifikasi dapat dilihat pada tabel 4.9.
Tabel 4.9
Profile Responden Berdasarkan Sertifikasi

	Sertifikasi
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Brevet A & B
	2
	9,5%

	Brevet A,B&C
	2
	9,5%

	Lainnya :
	3
	14,5%

	Tidak Bersertifikasi
	14
	66,5%

	Jumlah
	21
	100%


		Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.9, dapat disimpulkan, bahwa dominan responden tidak memiliki sertifikasi, dengan persentase 66,5%, sedangkan persentase responden yang memiliki sertifikasi brevet A&B serta brevet A,B,&C masing-masing hanya 9,5%. 
10. Berdasarkan Pelatihan yang Pernah Diikuti
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti, dapat dilihat pada tabel 4.10.
Tabel 4.10
Profile Responden Berdasarkan Pelatihan yang Pernah Diikuti

	Pelatihan yang Pernah Diikuti
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Audit Teknik
	2
	9,5%

	Audit Sampling
	2
	9,5%

	Tanpa Pelatihan
	17
	81%

	Jumlah
	21
	100%


Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tabel 4.10, dapat disimpulkan, bahwa responden lebih dominan tidak mendapatkan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan pajak, sebagian responden mendapatkan pelatihan Audit Teknik dan Audit Sampling, yang persentase masing-masing adalah 9,5%.
11. Berdasarkan Pengetahuan Bidang Pemeriksaan Pajak
Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.11.
Tabel 4.11
Profile Responden Berdasarkan Pengetahuan Bidang Pemeriksaan Pajak

	Pengetahuan terhadap  Bidang Pemeriksaan Pajak
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Sangat Baik
	4
	19%

	Baik
	10
	47,5%

	Biasa-Biasa Saja
	7
	33,5%

	Kurang Mengerti
	0
	0%

	Tidak Mengerti
	0
	0%

	Jumlah
	21
	100%


      Sumber : Data diolah, Januari tahun 2010
Dari tebel 4.11, dapat disimpulkan, bahwa dalam baggian ini peneliti memberikan wewenang kepada responden untuk menilai diri mereka sendiri, tingkat pengetahuan responden terhadap pemeriksaan pajak yang menjadi pekerjaan petugas fungsional pemeriksaan pajak. Hasilnya, sebagian responden menilai baik terhadap pengetahuan tentang pemeriksaan pajak dengan persentase 47%, biasa-biasa saja, artinya responden kurang memahami tentang pemeriksaan pajak dengan persentase 33,5%, sisanya 19% responden sangat menguasai atau memahami bidang pemeriksaan pajak.

4.1.3 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
Analisis atas pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) yang merupakan variabel  X, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada 21 responden yang mana untuk menetapkan peringkat dalam setiap tahapan sistem sistem pengendalian intern dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal  menggunakan rumus sebagai berikut:
         

 Sumber: Umi Narimawati, 2007:85

Keterangan :
a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang  telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.	
Dengan kriteria berdasarkan tabel 4.12.
Tabel 4.12
Kriteria Persentase Tanggapan Responden

	No.
	% Jumlah Skor
	Kriteria

	1.
	20.00% – 36.00%
	Tidak Baik

	2.
	36.01% – 52.00%
	Kurang Baik

	3.
	52.01% – 68.00%
	Cukup

	4.
	68.01% – 84.00%
	Baik

	5.
	84.01% – 100%
	Sangat Baik


   Sumber: Umi Narimawati, 2007:8
Karena sistem pengendalian intern dapat dinilai melalui unsur atau komponen-komponennya, maka kuesioner yang dibuat  mencakup 12 pertanyaan yang berkaitan dengan unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi serta pemantauan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian
Hasil tanggapan responden atas lingkungan pengendalian, dapat dilihat pada tabel 4.13.
Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Lingkungan Pengendalian

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1.
	Adanya penegakan integritas dan nilai etika kepada para pegawai dapat mempengaruhi kualitas pengendalian.
	f
	0
	1
	0
	12
	8
	90
	85,71
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	4,76
	0,00
	57,14
	39,00
	
	
	

	2.
	Seorang pemeriksa pajak dituntut memiliki komitmen terhadap kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.
	f
	0
	0
	1
	8
	12
	95
	90,47
	Sangat Baik

	
	
	%
	0
	0
	4,76
	39,00
	57,14
	
	
	

	3.
	Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying dibuat agar dapat memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten dalam setiap divisinya.
	f
	0
	1
	0
	11
	9
	91
	86,67
	Sangat Baik

	
	
	%
	0
	4,76
	0
	52,38
	42,86
	
	
	

	4.
	Pemeriksaan mendadak terhadap divisi/bagian fungsional kadang dilakukan untuk mengecek pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
	f
	1
	0
	3
	12
	5
	83
	79,05
	Baik 

	
	
	%
	4,76
	0
	14,26
	57,14
	23,84
	
	
	

	
	Total
	f
	1
	1
	4
	43
	34
	357
	85,00
	Sangat Baik

	
	
	%
	1,20
	1,20
	4,82
	51,82
	40,96
	
	
	




Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator lingkungan pengendalian, adalah:



Skor 85,00% diatas menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
2. Penilaian Resiko
Hasil tanggapan responden atas penilaian resiko, dapat dilihat pada tabel 4.14.
Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penilaian Resiko

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	5.
	Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak harus lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak tersebut.
	f
	0
	5
	3
	10
	3
	74
	70,48
	Baik

	
	
	%
	0,00
	23,80
	14,29
	47,62
	14,29
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	5
	3
	10
	3
	74
	70,48
	Baik

	
	
	%
	0,00
	23,80
	14,29
	47,62
	14,29
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator penilaian resiko, adalah:




Skor 70,48% diatas menunjukkan bahwa penilaian resiko pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan baik.
3. Kegiatan Pengendalian
Hasil tanggapan responden atas kegiatan pengendalian, dapat dilihat pada tabel 4.15.
Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pengendalian

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	6.
	Terdapat pembagian  dalam setiap divisi/fungsional yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
	f
	0
	1
	4
	10
	4
	74
	70,48
	Baik

	
	
	%
	0,00
	5,26
	21,05
	52,64
	21,05
	
	
	

	7.
	Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan prosedur-prosedur dalam melakukan pemeriksaan pajak.
	f
	0
	1
	1
	12
	7
	88
	83,81
	Baik

	
	
	%
	0,00
	4,76
	4,76
	57,14
	33,34
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	2
	5
	22
	11
	162
	77,14
	Baik

	
	
	%
	0,00
	5,00
	12,50
	0,55
	27,50
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator kegiatan pengendalian, adalah:


%
Skor 77,14% diatas menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan baik.
4. Informasi & komunikasi
Hasil tanggapan responden atas informasi dan komunikasi, dapat dilihat pada tabel 4.16.
Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Informasi & Komunikasi

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	8.
	Petugas pemeriksa perlu menguasai sarana informasi dan komunikasi yang modern untuk menganalisis keadaan WP yang akan diperiksa.
	f
	0
	0
	1
	10
	10
	93
	88,57
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	4,76
	47,62
	47,62
	
	
	

	9.
	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawainya agar dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi modern untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan.
	f
	0
	1
	2
	12
	6
	86
	81,90
	Baik

	
	
	%
	0,00
	4,76
	9,52
	57,14
	28,58
	
	
	

	10.
	Pengembangan sistem informasi dapat mendukung untuk menganalisis data informasi yang diperoleh mengenai profile WP yang akan diperiksa.
	f
	0
	1
	0
	13
	7
	89
	84,76
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	4,76
	0,00
	61,90
	33,34
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	2
	3
	35
	23
	268
	85,07
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	3,17
	4,76
	55,56
	36,51
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator informasi & komunikasi, adalah:




%
Skor 85,07% diatas menunjukkan bahwa informasi & komunikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
5. Pemantauan 
Hasil tanggapan responden atas pemantauan, dapat dilihat pada tabel 4.17.
Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	11.
	Standard operating procedures (SOP) merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat semata-mata untuk mempermudah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu adanya monitoring dalam pelaksanaannya.
	f
	0
	0
	0
	14
	7
	91
	86,67
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	66,66
	33,34
	
	
	

	12.
	Adanya evaluasi terpisah dari pihak eksternal KPP Pratama Bandung Cibeunying terhadap pelaksanaan SOP oleh pemeriksa pajak yang disertai dengan adanya tindak lanjut atas evaluasi tersebut.
	f
	0
	0
	1
	13
	7
	90
	85,71
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	4,76
	61,90
	33,34
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	0
	1
	27
	14
	181
	86,19
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	2,38
	64,28
	33,34
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator pemantauan, adalah:


%
Skor 86,19% diatas menunjukkan bahwa pemantauan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
Setelah diperoleh angka skor tiap indikator, untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan dapat dilihat dari hasil tanggapan responden atas pemantauan, dapat dilihat pada tabel 4.18.
Tabel 4.18
Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Intern

	No.
	Indikator
	Skor Aktual
	Skor Ideal
	%
	Kriteria

	1.
	Lingkungan Pengendalian 
	357
	420
	85,00%
	Sangat Baik

	2.
	Penilaian Resiko 
	74
	105
	70,48%
	Baik

	3.
	Kegiatan Pengendalian
	162
	210
	77,14%
	Baik

	4.
	Informasi & Komunikasi
	268
	315
	85,07%
	Sangat Baik

	5.
	Pemantauan 
	181
	210
	86,19%
	Sangat Baik

	Total
	1042
	1260
	82,70%
	Baik



Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari seluruh indikator sistem pengendalian intern dengan menggunakan perhitungan manual, adalah sebagai berikut :




Skor 82,70% diatas, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, secara keseluruhan dapat dikategorikan baik.

4.1.4 Pelaksanaan Perencanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
Analisis atas pelaksanaan perencanaan pemeriksaan pajak yang merupakan variabel  Y, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada 21 responden. Karena perencanaan pemeriksaan pajak merupakan tahapan dari persiapan pemeriksaan pajak yang harus disiapkan oleh petugas pemeriksa pajak sebelum melakukan pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (WP), maka kuesioner yang dibuat  mencakup 18 pertanyaan yang berkaitan dengan tahapan persiapan pemeriksaan pajak  yang mencakup mempelajari berkas/data Wajib Pajak (WP), menganalisi SPT & laporan keuangan Wajib Pajak, mengidentifikasi masalah, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku & dokumen-dokumen yang akan dipinjam dan menyediakan sarana pemeriksaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Mempelajari Berkas/Data Wajib Pajak
Hasil tanggapan responden atas mempelajari berksa/data wajib pajak, dapat dilihat pada tabel 4.19.
Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Mempelajari Berkas/Data Wajib Pajak

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	13.
	Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang akan diperiksa minimal mencakup data 2 (dua) tahun terakhir.
	f
	0
	0
	6
	9
	6
	84
	80,00
	Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	28,57
	42,86
	28,57
	
	
	

	14.
	Laporan Keuangan Wajib Pajak yang akan diperiksa minimal mencakup data 2 (dua) tahun terakhir.
	f
	0
	0
	9
	12
	6
	87
	82,86
	Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	14,29
	57,14
	28,57
	
	
	

	15.
	Pemeriksa pajak meminta berkas data Wajib Pajak yang akan diperiksa ke pemeriksa terdahulu sebagai data tambahan dalam melakukan pemeriksaan pajak.
	
	0
	4
	0
	11
	6
	82
	78,09
	Baik

	
	
	
	0,00
	19,05
	0,00
	52,38
	28,57
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	4
	15
	32
	18
	271
	86,03
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	5,80
	21,74
	46,37
	26,09
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.19 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari mempelajari berkas/mata wajib pajak, adalah:




%
Skor 86,03% diatas menunjukkan bahwa, dalam mempelajari berkas/mata wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
Hasil tanggapan responden atas menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, dapat dilihat pada tabel 4.20.
Tabel 4.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	16.
	Pemeriksa pajak membandingkan laporan laba rugi dan neraca tahun pajak yang diaudit dengan peredaran usaha dan membuat persentasenya.
	f
	0
	0
	0
	16
	5
	89
	84,76
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	76,19
	23,81
	
	
	

	17.
	Pemeriksa pajak membuat daftar pertanyaan (interview) kepada WP atas permasalahan yang timbul.
	f
	0
	0
	0
	15
	6
	90
	85,71
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	71,43
	28,57
	
	
	

	18.
	Pemeriksa pajak memfokuskan pemeriksaannya terhadap hal yang menonjol yang ditemukan dalam analisis laporan keuangan.
	
	0
	0
	2
	11
	8
	90
	85,71
	Sangat Baik

	
	
	
	0,00
	0,00
	9,52
	52,38
	38,10
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	0
	2
	42
	19
	269
	85,40
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	3,17
	66,67
	30,16
	
	
	




Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, adalah:


%
Skor 85,40% diatas menunjukkan bahwa, dalam menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
3. Mengidentifikasi Masalah
Hasil tanggapan responden atas mengidentifikasi masalah, dapat dilihat pada tabel 4.21.
Tabel 4.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Mengidentifikasi Masalah

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	19.
	Pemeriksa pajak membuat catatan mengenai masalah-masalah yang ditemukan ke dalam KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan membuat prioritas yang harus didahulukan.
	f
	0
	0
	0
	12
	9
	93
	88,57
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	57,14
	42,86
	
	
	

	20.
	Pemeriksa pajak membuat daftar prioritas, hal-hal yang harus didahulukan untuk mengetahui permasalahan yang timbul.
	f
	0
	0
	0
	12
	9
	93
	88,57
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	57,14
	42,86
	
	
	

	
	Total
	f
	0,00
	0,00
	0,00
	24
	18
	186
	88,57
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	57,14
	42,86
	
	
	




Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari mengidentifikasi masalah, adalah:


%
Skor 88,57% diatas menunjukkan bahwa, dalam mengidentifikasi masalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
4. Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak
Hasil tanggapan responden atas melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, dapat dilihat pada tabel 4.22.










Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	21.
	Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak terlebih dahulu memastikan keberadaan, jenis kelancaran usaha WP.
	f
	0
	0
	1
	10
	10
	93
	88,57
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	4,76
	47,62
	47,62
	
	
	

	22.
	Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak wawancara kepada pegawai dan penduduk yang berada disekitar lokasi usaha WP yang akan diperiksa.
	f
	2
	0
	2
	14
	3
	79
	75,24
	Baik

	
	
	%
	9,52
	0,00
	9,52
	66,67
	14,29
	
	
	

	23.
	Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak memastikan adanya bangunan milik WP yang diindikasikan sebagai kegiatan membangun sendiri.
	
	0
	0
	3
	16
	2
	83
	79,05
	Baik

	
	
	
	0,00
	0,00
	14,29
	76,19
	9,52
	
	
	

	
	Total
	f
	2
	0,00
	6
	40
	15
	255
	80,95
	Baik

	
	
	%
	3,18
	0,00
	9,52
	63,49
	23,81
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak, adalah:


%
Skor 80,95% diatas menunjukkan bahwa, dalam Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan baik.

5. Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan
Hasil tanggapan responden atas menentukan ruang lingkup pemeriksaan, dapat dilihat pada tabel 4.23.
Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	24.
	Pemeriksa pajak mengkaji keterkaitan antara yang timbul sekitar lokasi usaha WP yang diperiksa.
	f
	0
	0
	2
	13
	6
	88
	83,81
	Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	9,52
	61,91
	28,57
	
	
	

	25.
	Pemeriksa pajak mengkaji keterkaitan permasalahan yang timbul di lokasi usaha WP untuk memastikan adanya ketidakwajaran dan hubungan istimewa serta transfer pricing.
	f
	0
	0
	3
	12
	6
	87
	82,86
	Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	14,29
	57,14
	28,57
	
	
	

	
	Total
	f
	0,00
	0,00
	3
	25
	12
	169
	80,48
	Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	7,50
	62,50
	30,00
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari menentukan ruang lingkup pemeriksaan, adalah:


%
Skor 80,48% diatas menunjukkan bahwa, dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan baik.

6. Menyusun Program Pemeriksaan
Hasil tanggapan responden atas menyusun program pemeriksaan, dapat dilihat pada tabel 4.24.
Tabel 4.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyusun Program Pemeriksaan

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	26.
	Pemeriksa pajak memilah-milah buku, dokumen dan catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan.
	f
	0
	0
	0
	16
	5
	89
	84,76
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	76,19
	23,81
	
	
	

	
	Total
	f
	0,00
	0,00
	0,00
	16
	5
	89
	84,76
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	76,19
	23,81
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari menyusun program pemeriksaan, adalah:


%
Skor 84,76% diatas menunjukkan bahwa, dalam menyusun program pemeriksaan  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
7. Menentukan Buku-Buku dan Dokumen-Dokumen yang akan Dipinjam
Hasil tanggapan responden atas menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, dapat dilihat pada tabel 4.25.

Tabel 4.25
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menentukan Buku-Buku dan Dokumen-Dokumen yang akan Dipinjam

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	27.
	Pemeriksa pajak memilah-milah buku, dokumen dan catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan.
	f
	0
	0
	0
	16
	5
	89
	84,76
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	76,19
	23,81
	
	
	

	28.
	Pemeriksa pajak membuat daftar pinjaman atas buku, dokumen dan catatan-catatan yang dipinjam dari WP sesuai dengan jenis pajak.
	f
	0
	0,00
	0,00
	14
	7
	91
	86,67
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	66,67
	33,33
	
	
	

	
	Total
	f
	0,00
	0,00
	0,00
	30
	12
	180
	85,71
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	71,43
	28,57
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, adalah:


%
Skor 85,71% diatas menunjukkan bahwa, dalam menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam,  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
8. Menyediakan Sarana Pemeriksaan
Hasil tanggapan responden atas menyediakan sarana pemeriksaan, dapat dilihat pada tabel 4.26, berikut :


Tabel 4.26
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Menyediakan Sarana Pemeriksaan

	No.
	Butir Kuesioner
	Skor Jawaban Responden
	Jumlah Skor
	%
	Kriteria

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	29.
	Sebelum melaksanakan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak terlebih dahulu menunjukkan kartu tanda pengenal pemeriksa kepada WP yang diperiksa.
	f
	0
	0
	0
	9
	12
	96
	91,42
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	42,86
	57,14
	
	
	

	30.
	pemeriksa pajak menunjukkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada WP yang akan diperiksa.
	f
	0
	0
	0
	11
	10
	94
	89,52
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	52,38
	47,62
	
	
	

	
	Total
	f
	0
	0
	0
	20
	22
	190
	90,47
	Sangat Baik

	
	
	%
	0,00
	0,00
	0,00
	47,62
	52,38
	
	
	



Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari mengenai menyediakan sarana semeriksaan, adalah:


%
Skor 90,47% diatas menunjukkan bahwa, dalam menyediakan sarana semeriksaan,  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.
Setelah diperoleh angka skor tiap indikator, untuk mengetahui tingkat pelaksanaan perencanaan pemeriksaan pajak secara keseluruhan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang terdiri dari mempelajari berkas/data wajib pajak, mengalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang dapat dih lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku, dokumen-dokumen yang akan dipinjam serta menyediakan sarana pemeriksaan, yang dapat dilihat pada tabel 4.27.
Tabel 4.27
	No.
	Indikator
	Skor aktual
	Skor ideal
	%
	Kriteria

	1.
	Mempelajari berkas/data wajib pajak
	271
	315
	86,03
	Sangat Baik

	2.
	Menganalisis SPT & Laporan Keuangan wajib pajak
	269
	315
	85,40
	Sangat Baik

	3.
	Mengidentifikasi masalah
	186
	210
	88,57
	Sangat Baik

	4.
	Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
	255
	315
	80,95
	Baik

	5.
	Menentukan luas lingkup pemeriksaan 
	169
	210
	80,48
	Baik

	6.
	Menyusun program pemeriksaan 
	89
	105
	84,76
	Sangat Baik

	7.
	Menentukan buku, dokumen-dokumen yang akan dipinjam
	180
	210
	85,71
	Sangat Baik

	8.
	Menyediakan sarana pemeriksaan
	190
	210
	90,47
	Sangat Baik

	Total
	1609
	1890
	85,13
	Sangat Baik


Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan perencanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari seluruh indikator perencanaan pemeriksaan pajak dengan menggunakan perhitungan manual, adalah sebagai berikut :




Skor 85,13% diatas menunjukkan bahwa, perencanaan pemeriksaan pajak   pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dikategorikan sangat baik.

4.2 Pembahasan
Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan hasil dari kuesioner yang telah disebarkan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern (SPI), perencanaan pemeriksaan pajak dan analisis atas peranan sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.
4.2.1 Analisis Sistem Pengendalian Intern pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
Dari hasil perhitungan skor aktual dan ideal untuk sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dapat dilihat pada tabel 4.28.
Tabel 4.28
Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Intern

	No.
	Indikator
	Skor Aktual
	Skor Ideal
	%
	Kriteria

	1.
	Lingkungan Pengendalian 
	357
	420
	85,00
	Sangat Baik

	2.
	Penilaian Resiko 
	74
	105
	70,48
	Baik

	3.
	Kegiatan Pengendalian
	162
	210
	77,14
	Baik

	4.
	Informasi & Komunikasi
	268
	315
	85,07
	Sangat Baik

	5.
	Pemantauan 
	181
	210
	86,19
	Sangat Baik

	Total
	1042
	1260
	82,70
	Baik



Analisis atas pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dapat diuraikan sebagai berikut :
1.  Lingkungan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 85%, yang masuk  pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari adanya penegakan integritas dan nilai etika kepada para pegawainya, memiliki komitmen terhadap kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, struktur organisasi yang dibuat dapat memberikan kejelasan tanggung jawab dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten  serta dilakukannya pemeriksaan dadakan (sidak) untuk mengecek pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. 
2. Penilaian resiko pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 70,48% yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat peneriamaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak lebih besar dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.
3. Kegiatan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 77,14% yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari adanya pembagian dalam setiap divisi/fungsional dan adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan pajak.
4. Informasi & komunikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 85,07% yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari petugas pemeriksa pajak yang telah menguasai sarana informasi dan komunikasi modern, adanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk menguasai sarana informasi dan komunikasi modern dan terus dilakukannya pengemabangan sistem informasi yang dapat mendukung dalam menganalisis data informasi yang diperoleh mengenai wajib pajak yang akan diperiksa. 
5. Pemantauan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 86,19% yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari adanya pengawasan terhadap pelaksanaan standard operating procedures (SOP) yang dibuat untuk mempermudah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan adanya evaluasi terpisah dari pihak eksternal yang dilakukan terhadap pelaksanaan standard operating procedures (SOP) yang disertai dengan adanya tindak lanjut atas evaluasi tersebut.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik (skor tanggapan responden sebesar 82,70%), yang termasuk kedalam kategori baik.
 
Walaupun sistem pengendalian intern telah terlaksana dengan baik masih terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu, terletak pada pemantauan (skor tanggapan responden sebesar 86,19%), ini berarti pelaksanaan atas Standard Operating Procesures (SOP) telah dilaksanakan oleh para petugasnya sesuai dengan yang tercantum pasa SOP tersebut. Kelemahannya terletak pada pelaksanaan atas penilaian terhadap resiko yang hanya mendapat skor tanggapan sebesar 70,48%, yaitu skor terkecil diantara 5 komponen sistem pengendalian intern, sehingga dapat disimpulkan bahwa, analisis petugas pemeriksa pajak belum dilaksanakan secara optimal, yaitu menganalisis besarnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak serta biaya pemeriksaan pajak yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Idealnya biaya pemeriksaan pajak yang dikeluarkan lebih sedikit dari besarnya penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak agar dapat menutupi biaya pemeriksaan tersebut. Sehingga untuk selanjutnya, petugas pemeriksa pajak lebih teliti lagi dalam menganalisis resiko, serta lebih selektif dalam memilih prioritas mana yang harus didahulukan, sehingga penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak dapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak tersebut.
Penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Lawrence B. Sawyer, yaitu “Unsur-unsur/komponen-komponen system pengendalian intern :
1. Lingkungan kontrol.
2. Penentuan Resiko.
3. Aktivitas Kontrol.
4. Informasi dan Komunikasi.
5. Pengawasan.”
(2005:61)
   
4.2.2 Analisis Perencanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
Dari hasil perhitungan skor aktual dan ideal perencanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dapat dilihat pada tabel 4.29
Tabel 4.29
	No.
	Indikator
	Skor aktual
	Skor ideal
	%
	Kriteria

	1.
	Mempelajari berkas/data wajib pajak
	271
	315
	86,03
	Sangat Baik

	2.
	Menganalisis SPT & Laporan Keuangan wajib pajak
	269
	315
	85,40
	Sangat Baik

	3.
	Mengidentifikasi masalah
	186
	210
	88,57
	Sangat Baik

	4.
	Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
	255
	315
	80,95
	Baik

	5.
	Menentukan luas lingkup pemeriksaan 
	169
	210
	80,48
	Baik

	6.
	Menyusun program pemeriksaan 
	89
	105
	84,76
	Sangat Baik

	7.
	Menentukan buku, dokumen-dokumen yang akan dipinjam
	180
	210
	85,71
	Sangat Baik

	8.
	Menyediakan sarana pemeriksaan
	190
	210
	90,47
	Sangat Baik

	Total
	1609
	1890
	85,13
	Sangat Baik


Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan perencanaan Pemeriksaan Pajak

Untuk lebih jelasnya analisis atas pelaksanaan perencanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Mempelajari berkas/data wajib pajak oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (86,03%) yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari petugas pemeriksa pajak mempelajari SPT wajib pajak minimal 2 tahun terakhir, petugas pemeriksa mempelajari laporan keuangan wajib pajak minimal 2 tahun terakhir dan pemeriksa pajak meminta berkas data wajib pajak kepada pemeriksa terdahulu, sebagai data tambahan dalam melakukan pemeriksaan pajak.
2.  Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (85,40%) yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari pemeriksa pajak yang membandingkan laporan laba rugi & neraca tahun pajak yang diaudit dengan peredaran usaha dan membuat persentasenya, pemeriksa pajak membuat daftar pertanyaan (interview) kepada wajib pajak atas permasalahan yang timbul dan pemeriksa pajak memfokuskan pemeriksaannya terhadap hal yang menonjol yang ditemukan dalam menganalisis laporan keuangan wajib pajak.
3. Mengidentifikasi Masalah Wajib Pajak, oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (88,57%) yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari pemeriksa pajak membuat daftar catatan mengenai masalah-masalah yang ditemukan kedalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat prioritas mana yang harus didahulukan untuk mengetahui permasalahan yang timbul. 
4. Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak, oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (80,95%) yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari, pemeriksa pajak yang sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu memastikan keberadaan, jenis dan kelancaran usaha wajib pajak, pemeriksa pajak terlebih dahulu mewawancarai pegawai dan penduduk yang berada disekitar lokasi usaha wajib pajak yang akan diperiksa serta pemeriksa pajak terlebih dahulu memastikan ada tidaknya bangunan milik wajib pajak yang diindikasikan sebagai kegiatan membangun sendiri. 
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan, oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (80,48%) yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari, pemeriksa pajak mengkaji keterkaitan antara masalah yang timbul di sekitar lokasi usaha wajib pajak yang akan diperiksa untuk memastikan ada tidaknya ketidakwajaran dan hubungan istimewa serta transfer pricing.
6. Program pemeriksaan yang telah disusun oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (84,76%) yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari dalam menyusun program pemeriksaan pemeriksa pajak terlebih dahulu mempelajari hasil analisis laporan keuangan dan membuat urutan langkah-langkah pemeriksaan dan menyusunnya berdasarkan per jenis pajaknya.
7. Menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (85,71%) yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari, sebelum melaksanakan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak memilah-milah buku, dokumen dan catatan yang berkaitan dengan pemeriksaan serta membuat daftar pinjaman atas buku, dokumen dan catatan yang dipinjam tersebut sesuai dengan jenis pajaknya.
8. Sarana pemeriksaan yang telah disediakan oleh petugas pemeriksa pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden (90,47%) yang masuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dapat dilihat dari, pemeriksa pajak yang terlebih dahulu menunjukkan kartu tanda pengenal pemeriksa pajak, menunjukkan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang akan diperiksa.


Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan perencanaan pemeriksaan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying dapat dikatakan telah terlaksana dengan sangat baik (skor tanggapan responden sebesar 85,13%), yang termasuk kedalam kategori sangat baik.
Walaupun perencanaan pemeriksaan telah terlaksana dengan sangat baik masih terdapat kelebihan dan kelemahannya.  Kelebihannya yaitu, terletak pada sarana pemeriksaan (skor tanggapan responden sebesar 90,47%) yang artinya petugas pemeriksa pajak telah menyiapkan secara lengkap surat-surat yang diperlukan selama melaksanakan  pemeriksaan pajak. Sedangkan kelemahannya, terletak pada saat menentukan ruang lingkup pemeriksaan (skor tanggapan responden sebesar 80,48%), yang merupakan skor terendah diantara 8 tahapan persiapan pemeriksaan. Sehingga untuk kedepannya petugas pemeriksa dapat lebih meningkatkan lagi analisisnya dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak agar dapat lebih mengefektifkan waktu dan biaya yang dikeluarkan dengan cara mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari pihak internal maupun eksternal serta dari petugas pemeriksa pajak sebelumnya, yang semuanya didukung dengan sarana informasi dan komunikasi yang modern.
Penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Agus Setiawan & Basri Musri,  yaitu “Persiapan pemeriksaan pajak :
1. Mempelajari berkas WP/berkas data.
2. Menganalisis SPT & LK WP.
3. Mengidentifikasi masalah.
4. Melakukan pengenalan lokasi WP.
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
6. Menyusun program pemeriksaan.
7. Menentukan buku-buku  & dokumen yang akan dipinjam.
8. Menyediakan sarana pemeriksaan.”
(2007:9)

4.2.3 Analisis Peranan Sistem Pengendalian Intern dalam Menunjang Perencanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
Pada bahasan ini, peneliti akan menganalisis keterkaitan hubungan antara sistem pengendalian intern (SPI) dengan perencanaan pemeriksaan pajak. Dimana hubungan antara sistem pengendalian intern (SPI) yang merupakan variabel X dengan perencanaan pemeriksaan pajak yang merupakan variabel Y, dengan menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 
4.2.3.1 Analisis Kuantitatif 
Pada sub bab ini hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan  dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah adanya peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah koefisien korelasi rank spearman dan koefisien determinasi.

1. Rank Spearman.
Rank Spearman ini, digunakan untuk mengetahui hubungan antara sistem pengendalian intern dengan perencanaan pemeriksaan pajak, dimana dalam perhitungannya peneliti menggunakan bantuan program SPSS 12.0 for windows, yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.30.
Tabel 4.30
Hubungan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan Perencanaan Pemeriksaan Pajak
	Correlations

	 
	 
	 
	Jawaban Variabel X
	Jawaban Variabel Y

	Spearman's rho
	Jawaban Variabel X
	Correlation Coefficient
	1,000
	,776(**)

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	.
	,000

	 
	 
	N
	21
	21

	 
	Jawaban Variabel Y
	Correlation Coefficient
	,776(**)
	1,000

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	,000
	.

	 
	 
	N
	21
	21


**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Data yang telah diolah, januari 2010

Dari tabel 4.30, dapat disimpulkan, bahwa antara sistem pengendalian intern (SPI) dengan perencanaan pemeriksaan pajak, memiliki tingkat koefisien korelasi sebesar 0,776, yang berarti sistem pengendalian intern (SPI) mempunyai peranan yang kuat dalam perencanaan pemeriksaan pajak. Rincian untuk angka-angka yang menjadi pedoman peneliti dalam mengukur tingkat hubungan antara variabel X dan Y dapat dilihat pada BAB III atau pada Tabel 3.12.
Perhitungan manualnya adalah sebagai berikut :






Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 12.0 for windows dengan perhitungan manual terdapat perbedaan pada angka desimalnya, maka untuk menyamakannya, pada hasil perhitungan menggunakan SPSS sebesar 0,776 dibulatkan menjadi 0,78. 
Koefisien korelasi menunjukkan angka positif, artinya apabila sistem pengendalian intern (SPI) baik, maka perencanaan pemeriksaan pajak akan baik juga, serta sebaliknya apabila sistem pengendalian intern (SPI) buruk, maka perencanaan pemeriksaan akan semakin buruk pula.
Untuk menilai tingkat signifikansi hubungan antara sistem pengendalian intern (SPI) dengan perencanaan pemeriksaan pajak adalah apabila signifikansi menunjukkan angka < 0,05, maka hubungan kedua variable adalah signifikan, sebaliknya apabila signifikansi menunjukkan angka >0,05, maka hubungan kedua variable tidak signifikan. 
Dalam penelitian yang dilakukan angka signifikansi yang terdapat pada tabel 4.14, menunjukkan angka 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah signifikan.


2. Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi ini, digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan sistem  pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak, koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan program SPSS 12.0 for windows dapat dilihat pada tabel 4.31.
Tabel 4.31
Koefisien Determinasi

             Model Summary(b)

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,800(a)
	,639
	,621
	4,709


a  Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (SPI)
b  Dependent Variable: Perencanaan Pemeriksaan Pajak
Sumber : Data yang telah diolah, januari 2010

Sedangkan menggunakan perhitungan manualnya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :



Koefisien determinasi sebesar 63,9% menunjukkan besarnya peranan sistem pengendalian intern (SPI) dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,1% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti gaya filosofi dan gaya kepemimpinan, peranan komite audit dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Pengujian Hipotesis
Pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan du macam uji hipotesis, yaitu uji hipotesis penelitian dan uji hipotesis statistik, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Uji Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
H0 : Tidak terdapat peranan antara sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak.
Ha  : Terdapat peranan antara sistem pengendalian inetrn dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak.
Pengujian hipotesis penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan criteria sebagai berikut :
a. Jika signifikansi < 0,05 , maka H0 ditolak dan Ha diterima
b. Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak.
Dalam penelitian yang dilakukan, angka signifikansinya adalah sebesar 0,00 < 0,05 yang dapat dilihat pada tabel 4.14, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat peranan antara sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak.



2. Uji Hipotesis Statistik
Guna menguji tingkat signifikansi korelasi rank spearman, maka dilakukan uji hipotesis statistik. Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik dalam penelitian tentang peranan sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak adalah uji t. Adapun rumus dari uji t adalah sebagai berikut:
	

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka kita dapat mengetahui apakah hipotesis penelitian yaitu sistem pengendalian intern  memiliki peranan secara signifikan dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak terbukti. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:








3. Menentukan tingkat signifikansi
Berdasarkan penghitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa besarnya thitung adalah 5,429. Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dan jumlah responden 21, maka dapat diketahui bahwa besarnya ttabel adalah sebesar 1,721. Setelah diketahui besarnya thitung dan ttabel, maka kita dapat mengetahui apakah sistem pengendalian intern mempunyai peranan dalam perencanaan pemeriksaan pajak dengan cara membandingkan antara thitung dan ttabel. 
4. Kriteria Penarikan Pengujian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat signifikansi ( = 0,05) untuk diuji dua pihak, maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:
a. Jika t hitung ≥ t table maka H0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya ada hubungan antara sistem pengendalian intern (SPI) dengan perencanaan pemeriksaan pajak.
b. Jika t hitung ≤ t table maka H0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya tidak ada hubungan antara sistem pengendalian intern (SPI) dengan perencanaan pemeriksaan pajak.
Berdasarkan perbandingan antara thitung dan ttabel, maka dapat diketahui bahwa thitung lebih besar daripada ttabel, yaitu 5,429 > 1,721. Artinya bahwa sistem pengendalian intern berperan secara signifikan dalam perencanaan pemeriksaan pajak, yang kurvanya dapat dilihat pada gambar 4.1, berikut :

[image: ]


       -5,429	         -1,721               1,721                 5,249
Gambar 4.1
Uji Dua Belah Pihak Daerah Penerimaan Dan Penolakan Hipotesis

5. Kesimpulan
Dari semua hasil pernitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) mempunyai koefisien korelasi yang kuat dan positif (+) dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak, yang ditunjukkan oleh angka hasil koefisien korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,78. Ini berarti bahwa apabila sistem pengendalian internnya baik, maka perencanaan pemeriksaan pun dapat dibuat dengan baik.
sistem pengendalian intern (SPI) juga mempunyai peranan yang signifikan dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak, yang ditunjukkan oleh besarnya thitung yang angkanya lebih besar daripada ttabel  yaitu 5,429 > 1,721. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa sistem pengendalian intern mempuyai peranan secara signifikan dalam perencanaan pemeriksaan pajak.    
Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan SPSS 12.0 For Windows, hasilnya adalah sistem pengendalian intern (SPI) dan perencanaan pemeriksaan pajak sudah baik, serta adanya peranan yang kuat dan signifikan antara sistem pengendalian intern dalam menunjang perencanaan pemeriksaan pajak. Hal tersebut membuktikan teori yang dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sebagai berikut::
“Auditor melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern dalam rangka menentukan luas dan lingkup audit. Informasi yang diperoleh dari pengujian pengendalian tersebut dipergunakan sebagai dasar perencanaan audit”.
(2007 : 70)
 Dari teori diatas dapat disimpulkan, bahwa sistem pengendalian intern mempunyai peranan dalam perencanaan pemeriksaan. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying  dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan pemeriksaan Pajak. Dengan adanya sistem pengendalian intern Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam merencanakan pemeriksaan dengan jumlah pemeriksa yang minim sedangkan Wajib Pajak (WP) yang diperiksa banyak, sehingga dapat mengefektifkan waktu dan biaya serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tercapainya target pemeriksaan pajak.

4.2.3.2 Analisis Kualitatif
Dalam analisis kualitatif ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil perhitungan/analisis kuntitatif yang telah dilakukan atas sistem pengendalian intern dan perencanaan pemeriksaan pajak, bahwa untuk mengetahui pelaksanaan dari sistem pengendalian intern dan perencanaan pemeriksaan pajak digunakan perhitungan skor aktual dan ideal yang apabila semakin besar skor yang dihasilkan, maka pelaksanaan atas sistem pengendalian intern dan perencanaan pemeriksaan pajak akan semakin baik (lihat tabel 3.12 hal 97).
Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sistem pengendalian intern dengan perencanaan pemeriksaan pajak digunakan analisis Rank Spearman dimana hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan hubungan yang kuat, artinya terdapat hubungan yang kuat antara sistem pengendalian intern dengan perencanaan pemeriksaan pajak.
Sedangkan untuk mengetahui besarnya hubungan antara sistem pengendalian intern dengan perencanaan pemeriksaan pajak, digunakan koefisien determinasi, dimana hasil perhitungan yang diperoleh adalah besarnya hubungan antara sistem pengendalian intern dengan perencanaan pemeriksaan pajak sebesar enam puluh tiga koma 9 persen(63,9%) dan sisanya dipengaruhi oleh factor lain diluar penelitian yang dilakukan. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan telah terbukti, yaitu “sistem pengendalian intern (SPI) berperan dalam perencanaan pemeriksaan pajak”. Dengan didukung oleh teori penghubung yang dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu “Auditor melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern dalam rangka menentukan luas dan lingkup audit. Informasi yang diperoleh dari pengujian pengendalian tersebut dipergunakan sebagai dasar perencanaan audit” (2007 : 70). Dan jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2008), dimana penelitiannya mengatakan bahwa pemahaman sistem pengendalian intern yang memadai digunakan auditor dalam merencanakan audit. 
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa semakin baik sistem pengendalian intern suatu organisasi akan semakin baik perencanaan pemeriksaannya, begitu juga sebaliknya, semakin buruk sistem  pengendalian intern suatu organisasi, maka akan semakin buruk pula perencanaan pemeriksaannya.  
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